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ABSTRACT

This study aims fo describe the dimensions that define the object of application of
IMO 741 (18) of 1983 Besolution on the Internalional Safety Management {ISM-
Code) which has been in effect on PT. PELNI Ships since 1998. The research uses
a gualitative approach with data collection methods through uhservalion, interviews
ane document review. Research design used models evaluation Confaci, Inpul,
Progcess and Product (CIFF) evaluation of Danil Stufflebeam. The results showed
that the PT. PELN/ has sel IsM-Codea consistent with the gssessment scare of 384
with a GIPP index cumulalive of 384 or an "A" score In ‘very appropriate”
category. Implications of implernentation of the ISM-Code will consistently have an
impact on increasing of company performance: (1) vessel safely (zero accidence),
(2) the ship feasibility, (3) passengel salisfaction, (4) implermnentation GCG, (5)
discipline, (6}, business productivity, (7} the competitiveness and corparale image,
(8] lfower insurance premiums and (@) improve KL The resuits of this study both
policies fmg.tﬂa!'.-'nns}, adrninisiration (system) and non-system (technical) needs
attention and review to be improved. Based on this research, the results of the
study, in the form of recommendations are presented to the management of PT.
PELNI, The Minisiry of Labor, Ministry of Transportation and The Ministry of

Enterprise and to professional organizations (KPI and IKPENI}
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RINGKASAN

Teradinya kecelakaan kapal di laul dapat mengakibatkan hilangnya

jiwa manusia, harta benda dan pencemaran di laut 80% dikarenakan oleh

kesalahan manusia dikarenakan "manajemen problem”, Oleh karena itu,

dalam penyelenggaraan fungsi keselamatan pengoperasian kapal yang

terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien perlu ditingkatkan melalu

jalur manajemen, sehingga pemahaman prosedur pelaksanaan kerja, sistem

koordinasi dalam pelaksanaan orang-orang yang bertugas di kapal dapat

dilaksanakan secara maksimal.
kode Internasional Manajemen Keselamatan (Iintemnational Safety

Managemeni-Code) yang disingkat dengan 1ISM-Code adalah untuk menjamin
keselamatan kapal di laut, pencegahan kecelakaan manusia atau hilangnya
jiwa dan menghindari dari kerusakan lingkungan khususnya terhadap
lingkungan maritime serta harta benda. Sesuai ketentuan ini perusahaan
pelayaran harus menetapkan sistem manajemen keselamatan. Maka
berdasarkan Keputusan Direksi PT. PELNI No. 117 tanggal 25 Juni 1998 ISM-
Code diberlakukan bagi seluruh kapal-kapal PT. PELNL.

Dari kurun waktu tahun 1888 s/d 2012 PT. PELNI mengimplementasikan
penerapan kebijakan [SM-Code dirasakan banyak perubahan dalam
meningkatkan sistem keselamatan kapal. Namun pada kenyataanya masih
terdapat kendala-kendala atau ketidaksesuaian bahkan masih terdapat
kecelakaan kapal yang dapat merugikan perusahaan dan pengguna jasa.
Berangkat dari uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi
penerapan |ISM-Code pada kapal PT. PELNI.

Metode evaluasi kebijakan yang digunakan adalah metode kualitatif di
mana penelitian akan dilaksanakan melalui kontak langsung dengan subyek di




lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah
dokumen dan observasi dan sumber dala diperoleh dari Direksi, SM, Ka. DPA,
Nakhoa dan ABK Pelni. Dengan desain penelitian evaluasi kebijakan ini
menggunakan model CIPP sebagaimana yang dirumuskan oleh Daniel
Stuffebeam dapat dijelaskan bahwa secara umum model ini menyangkut
Context, Input, Processes dan Product (CIPP).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan kebijakan sistem
manajemen keselamatan pada kapal PT. PELN| sudah sesuai dengan
kode internasional manajemen keselamatan vyaitu International Safety
Manajemen Code (ISM-Code) ialah sistem manajemen pengoperasian
kapal secara aman dan pencegahan pencemaran di laut yang ditetapkan
sesuai Resolusi IMO No. A 741 (18) 93 yang diadopsi ke dalam Konvensi
IMO tentang Solas 74 Chapter IX yang telah diratifikasi sesuai Keppres
Nomor 65 tahun 1980 dan telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor
17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagian ketujuh manajemen keselamatan
dan pencegahan pencemaran dari kapal Pasal 169 beserta ayat-ayatnya,
dengan skor penilaian sebesar 384 dan Indek Kumulatif (IP) CIPP sebesar

3,84 dengan nilai A atau pada kategori "Sangat Sesuai”.
Pencapaian hasil-hasil penerapan kebijakan ISM-Code pada PT.

PELNI, dari aspek sertifikasi telah diperoleh yaitu DOC dan SMC dan
pemerintah (BKI) sesual dengan regulasi yang ditetapkan (ISM-Code),
berimplikasi pada: (1) tingkat keselamatan kapal (2) kelaikan kapal (3)
kepuasan penumpang (4) implementasi GCG (5) disiplin pegawai (6)
produktivitas usaha perkapalan (7) daya saing dan citra perusahaan (8)
premi asuransi dan pada akhirnya berpengaruh pada (9) nilai kinerja
corporasi (KP1).

Dari hasil penelitian terdapat temuan yang dapat dijadikan masukan
dan kajian kepada dunia akademik dan praktik untuk penyempurnaan

lil




pencrapan |1SM-Code ke depan. Temuan ini menjadi rekomendasi hasil

penelitian yang disampaikan kepada PT. PELNI yaitu: (1) Buku petunjuk

kebijakan SMK perlu direvisi sesuai kebutuhan, perkembangan perusahaan,

lingkungan, teknologi dan regulasi; (2) Perlu pengembangan jarnngan 1T

yang terintegrasi; (2) Penambahan safety equipment (EEBD, VDR, Life boat
dan fire protection) sesuai Solas 74; (4) Pergantian BPO R22 menjadi HFCs
R.407 dan Painting Sistem dengan Globic Coating sesuai Marpol 73/78
Amandemen 2005 Anex | dan VI (5) Kompetensi SDM DPA perlu
ditingkatkan sesuai kebutuhan 1SM-Code; (6) Kompetensi SDM kapal perlu
ditingkatkan sesuai STCW 78/85 amandemen 2010 “Manila® dan
pemberlakuan ECDIS; (7) Kompetensi SDM FPT. PELNI perlu ditingkatkan
sesuai kebutuhan knowledge manajemen dan intelektual global yang
berbasis IT; (8) Capaian hasil CIPP penerapan kebijakan ISM-Code agar
dipertahankan dan ditingkatkan

Kepada pemerintah yaitu (1) Kementerian Tenaga Kerja,
direkomendasikan perlunya kajian tentang ratifikasi Konvensi ILO 147, {2}
Kemen Perhubungan, agar lebih konsisten dalam penerapan Konvensi IMO
untuk menuju Indonesia Zero Accident; dan (3) Kementrian BUMN,
memberikan kepercayaan pada PT. PELNI mengelola terminal pelabuhan
untuk maksimalisasi Pelni Layanan Prima,

Sedangkan kepada organisasi Profesi yaitu KPI dan IKPPNI agar
berperan lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak pelaut khususnya
masalah remunerasi sesuai Konvensi ILO yang bekerja di kapal berbendera
Indonesia khususnya bagi yang telah memenuhi kompetensi COC dan COP
sesuai STCW 78/85.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi mempunyai peran penting dan strategi untuk
perwujudan wawasan Nusantara, memperkokeh ketahanan nasional dan
mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapal tujuan
pembangunan nasional berdasarkan Pancasiia dan Undang-Undang
Dasar 1945, sebagaimana yang dizampaikan olen Adisasmita bahwa
kegiatan transportasi tidak dapat dielakkan atau tidak dapat dilepaskan
dari kehidupan manusia, selalu melekat dengan keaiatan perekonomian
dan pembangunan.’

Peraturan Menteri Perhubungan Mo, KM 49 tahun 2005 tentang
Sistranas menegaskan bahwa sistem transportasi nasional harus
berperan sebagai urat nadi dalam memperiancar kehidupan masyarakat
dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik, yang
afektif dan efisien, dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika
pembangunan nasional, meningkatkan modalitas manusia, barang
dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap

dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih

¥ - "
%ﬁﬁf{‘diﬁﬂﬂﬂlﬂi Jaringan Transportasi Teori dan Analisis (Yogyakarta Graha limu,




memantapkan pembangunan kehidupar masyarakat, bangsa dan negard

certa dapat mempererat hubungan antar bangsa, sebagaimana yand

disampaikan ocleh Abas Salim adalah

sar terhadap perorangan,
dan sosial politik suatu
4ana dan prasarand
dukung lajunya

Transportasi mempunyai pengaruh be
masyarakatl, pembangunan ekonomi,
negara, Pengangkutan merupakan suatu sar
bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa Men
pembangunan ekonomi (rate ﬂfyfﬂ'#fﬁ:'-z

Pentingnya transportasi tersebui tercermin pada penyelenggara-

annya yang mempengaruhi semus aspek  kKehdupan bangsa dan
negara serta semakin meningkainya kebutuhan jasa angkutan bagi
mobilitas orang dan barang dalam negerl serta ke dan dari luar negeri.
Di samping itu, transportasi juga Dberperan sebagai penunjang,
pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki
potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam
upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
Sebagaimana pendapal Yamin transportasi merupakan kebutuhan
turunan dari  kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan  ekonomi

suatu negara atau wilayah tercermin pada peningkatan intensitas

transpurtasinya-a

jﬁ-hbaa Salim, Manajemen Transportasi (Jakana: FT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 6
M. Yamin Jinca. Transportasi Laut indonesia, Analisis Sistem dan Studi Kasus (Surabaya:
Brifian Irternasional, 2011), h. 11.



Sebagaimana pendapat Morlak (1984) yang dikutip oleh Yasmin
Jinca bahwa secara lebih khusus transportasi mempunyal beberapa
peranan penting, yaitu peran ekonomis, peran sosial, peran politik dan
peran dalam lingkungan sehingga pertambahan skonomi suatu neygard
atau wilayah tercermin pada peningkatan intensitas fransportasinya.”

Transportasi dapat  dikelompokkan dalam moda transportasi
menurut media atau tempat di mana pergerakan tersebiut dapat dilakukan
yaitu (1} transportasi darat (transportasi jalan dan rel), (2) transportas
udara, {3) transportasi laut/perairan (transportasi laut, sungai, danau dan
penyebrangan), serta (4) transportasi multi moda transportasi (gabungan
antara moda transportasi laut dan udara dan atau darat),” masing-masing

moda transportasi memiliki karakteristik tersendini sebagaimana tampak

pada tabel 1.1 berikut:®

Tabel 1.1
Haraktensnh Moda Tra nspn rtasi
[ Moda Aksesibilitas Mebilitas Efisiensi
| (Sistem) : _ =
| Jalan raya Memiliki akses Kecepatan Rendah, sisi

tinggi, langsung ke | terbatas, kapasitas | keselamatan, bahan
| jalan, terbuka oleh | rendah, ketersedia | bakar, biaya serta

| terrain dan guna an kendaraan/ tidak hemat ruang
! lahan mobil tinggi
| Jalan rel Investasi Kapasitas dan Biaya relatif tinggi

infrastrukiur dan kecepatan lebih aspek tenaga kerja
| saranafhandaraanf besar dibanding per output rendah,
i lokomolif jalan raya efisiensi tinggi
| penumpand,

barang tinggi = . ESr—

2 dbid., . 8
ﬂdﬂa«smua op. cit., h. 18.
* Jinca, op. cit., h, 14,



{Eh:;l;.:ﬂ ! N-xsesibilirf'm_ g _M_uhi_i'pta_ﬁ___ i _E_ﬁEI_Eﬂ.ErI £
Transportasi | Biaya infrastruktur | Kecepatan sangat R_E!atll rendah dari
udara tinggi aksesibilitas | tinggi, kapasitas sisi energ! dan

bagus untuk rute kendaraan b|a~,r_a operas! I_Jal_li{

langsung | pesawal pntuk t:!tagl !-nualar- nilal

harang terbatas tingar S

Transportasi | Rute langsung. Kecepatan Efisiens! tnggt.
perairan | aksesibilkitas dan | rendah, kapasias hiaya rendah untuk

ketersediaan dan kenyamanar massal, hemnal

janngan pENUMpandg eneral, keamanan

pelayanan dan ierbatas bervariasi, Cocok

akses (petabuhan) | kendaraan rendan muatan barang

| terbatas, aman

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, transportasi
laut sebagai salah satu moda transportasi nasional harus ditata dalam
satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesual dengan
tingkat kebutuhan dan ketersediaannya pelayanan angkutan yang
sglamat  aksesibilitas tingai, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur,

lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau,
tertib, aman, polusi rendah dan efisien.

Radika Purba menjelaskan bahwa dari seqi pelayaran niaga
(shipping) transportasi diariikan sebagai pengangkutan muatan melalui
air dengan alat pengangkut air (kapal-tongkang dan lain-lain kecual

kapal perang atau kapal yang digunakan untuk tujuan perang).’

——

¥
Radiks Purba, Angkutan Mualan Laut (Jakarta: Ringka Cipta, 1994), h. xv.




Sementara Abas Salim mendefinisikan bahwa, secara umum pengertian
pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan FHERD
pada angkutan air atay angkutan laut untuk kepentingan pengangkutan
muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat
jain.* Sedangkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menetapkan
bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau
memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.9
Strategisnya peran transportasi dalam mendukung pembangunan
nasional maka jaringan transportasi diatur dalam sistem transportasi
nasional (Sistranas) sesuai Kepmen No. 49 tahun 2005 di mana jaringan
transportasi laut berupa trayek dibedakan menurut kegiatan dan sifatnya.
Berdasarkan kegiatannya jaringan (trayek) transportasi laut terdiri dari
jaringan {ransportasi laut dalam negeri (domestik) dan jaringan
transportasi luar negeri (internasional)."® Berdasarkan fungsi pelayanan
transportasi laut sebagai ship folfow the trade dan ship promote the
trade, janngan trayek fransportasi laut dibagi menjadi pelayanan
komersial dan non knmersial,” sedang berdasarkan sifatnya jaringan

transportasi sedang berdasarkan sifatnya jaringan transportasi laut terdiri

® Abbas Salim, Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan (Jakarta: Pusaka Jaya, 19885),

h, 2.

: | 1, Ayat 3.

Undang- 47 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1, Aya :
- Hﬂ'mmdﬂﬂgﬁﬁmumngan Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi

T Nasional
Adisasmita, op. ciL., h. 23.



atas (a) jaringan pelayanan transportasi laul tetap dan teralur (reqguler

liner service) yaitu jaringan pelayanan dengan trayek dan jadwal yang

telah ditetapkan, (b) jaringan pelayanan transportasi laut tidak tetap dan

tidak teratur yaitu jaringan pelayanan dengan trayek dan jadwal yang

tidak ditetapkan (Tramper).” Pada pelaksanaan operasional kapal di laut

agalah menjadi tanggung jawab pemerintah  dalam melaksanakan

pengawasannya sebagai regulator

Transportasi laut mempunyai karakteristik pengangkutan secara

nasional dan menjangkau seluruh  wilayah melalui perairan  periu

ditingkatkan perannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional

maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan

sebagai sarana  Untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan

pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat

serta menjadi Perckat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana pendapat Donald Waters “Tiap moda memiliki karakteristik
berbeda dan yang paling baik dalam suatu lingkungan tertentu

bergantung pada tipe barang yang diangkut, lokasi, jarak, tujuan, dan hal

lainnya.”"*

214 . Martono dan Eka Budi Tjahiono, Transportasi di Peraran Berdasarkan Undang-
undang Nomaor 17 Tahun 2008 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011}, 32.

2 Ibid, h. 34
" Donald Waters, Transpartasi Dalam Logistik indonesia (Jakarts: ppM, 2011), h. 102



Bahwa transportasi laut memiliki peran yang vital dalam
hubungannya terhadap sektor lain dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (social welfare). Transportasi laut berfungsi sebagai
jembatan penghubung antar pulau mengingat Indonesia merupakan
negara kepulauan (archipelago) terbesar di dunia dengan jumlah pulau
lebih dari 17.502 dan garis pantai lebih dari 80.000 KM. Oleh karenanya
transportasi laut memiliki peran penting sebagai infrastruktur dasar untuk
memenuhi  kebutuhan pokok masyarakat yang tidak tergantikan
(imeplaceable) yaitu aksesibilitas dan turut berperan dalam mewujudkan
periumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Nusantara.

Kehandalan dan kelangsungan arus perpindahan penumpang dan
barang melalui laut, tidak terlepas dari peran PT Pelayaran Nasional
Indonesia (PELNI) sebagai salah satu operator angkutan laut nasional.
PT. PELNI dalam rangka melaksanakan kepentingan komersial berusaha
untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan negara dengan

mengikuti kaidah ship follows the trade. Di sisi lain PT. PELNI
mempunyai fungsi sosial sebagai penyedia jasa publik mengharuskan
PT. PELNl melayani angkutan wilayah-wilayah terpencil untuk
merangsang pertumbuhan ekonomi setempat (ship promotes the trade).
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam akte pendirian PT.

PELNI mengemban misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna






g

Namun demikian dalam memenuhi kebutuhan transporiasi laut,
akan dihadapkan pada faktor bahaya yang sangal tinggl karena
pelayaran kapal di l[aut akan dijumpai badai, taupan, kabut, ombak, anis,
karang laut, pendangkalan dan bahaya-bahaya navigasi lainnya. Di
samping itu di laut tidak tersedia jalur trafik yang tetap, juga jarak alui
lintas selalu berubah-ubah akan menjadikan bahwa transportasi melalui

laut adalah suatu bentuk transportasi yang berisiko tinggi. "

Dalam mengurangi resiko kecelakaan kapal maka para ahl
perkapalan, pemilik kapal ataupun pemerintah telah benipaya
meningkatkan suatu teknologi bangunan kapal yang baik, dengan
memenuhi peraturan-peraturan kiasifikasi kelaikan kapal yang ditentukan
oleh Badan Klasifikasi'” Ternyata persyaratan fisik/teknis yang diterapkan
berdasar ketentuan Statutaria ataupun Badan Klasifikasi kenyataannya
hanya mampu mencapai sebagian saja dari tujuan yang ingin dicapai di

bidang keselamatan kapal termasuk pencemaran di laut.

Dapat kiranya penulis mengartikan bahwa resiko kecelakaan kapal
di laut sampai saat ini masih besar walaupun peraturan-peraturan
menyangkut kelaikan kapal sudah diterapkan.

Data-data teniang sebab-sebab terjadinya kecelakaan di laut

pada kapal-kapal di Amerika tahun 1970-1979 yang dihimpun oleh

:: Datep Purna Saputra, Prosedur Darurat dan SAR (Jakarta: Republish, 2012). h 1,
ibid. I, 1.






3

et |
= 5 1
5§ = r
|
0 b . o -
£13 L,
ok ¥ 1
= T - -
F . T
= i




|
FHs g CLIE 1 Ay | CMTITETCEL 1 R
=1al8l R LT R LY | =t ol o
B | | s | F '.'. a1 -. 1.5
(= T= 1 150 L ] = ke
L] L i " 1 [ ] - b P L
- L . - - 4| ') . :
% ) 4 | ¥ A0 A ot . x :
Enimne e =Tal =B
¥ e = = [ 1 - i r
[T B [ [ ps = ! u
" - Tas g =] | B adhd I
T ! o - - ! = =4 || & e - ek -k
-Ta =1al=] || AlAS Al J L : e,
- § - 1 = - L] E = =
- = F s e | | =agmy WaTalnl = L. R | - z % s
= ¥ ¥ TATH i (e b=l = = Al A I el - = L¥
= ST =l [ = s - 1 - :
. 1 |_' | IE | L -
T -







14

Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa lerjadinya

kecelakaan Kapal di laut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa mantisis,

harta benda dan pencemaran di laut itu dikarenakan oleh kesalahan

manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan fungsi keselamatan

pengoperasian kapal yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan

efisien perlu ditingkatkan melalui jalur manajemen, sehingga pemahaman

prosedur pelaksanaan kera, sistem koordinasi dalam pelaksanaan

orang-orang yang bertugas di kapal dapat dilaksanakan secara

maksimal Sebagaimana pendapat Terry dan Rul mendefinisikan
manajemen adalah: "Suatu proses untuk memperoleh suatu hasil dalam

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang fain™. "

Dalam Kode Internasional Manajemen Keselamatan (International
Safety Management-Code) yang disingkat dengan ISM-Code untuk
menjamin keselamatan kapal di laut, pencegahan kecelakaan
manusia atau hilangnya jiwa dan menghindari dari kerusakan
lingkungan khususnya terhadap lingkungan maritime serta harta benda,

perusahaan harus menetapkan sistem manajemen keselamatan dengan

sasaran. (1) Menyiapkan tata kerja praktis yang aman dalam
pengoperasian kapal dan suatu lingkungan kerja yang aman. (2)

Menetapkan tata cara pengamanan terhadap semua resiko yang

i

" George R. Terry dan Lesiic W.
2005), h. 1.

Rul, Dasardasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara,



mungkin terjadi. (3) Secara terus menerus meningkatkan kemampuan
manajemen keselamatan dan personil di darat dan di laut termasuk
persiapan  pengamanan keadaan darurat yang berkaitan dengan
keselamatan dan perfindungan lingkungan. Sebagaimana yand dikemukakan

aleh Pieter Batti bahwa :

Cara yang dikembangkan pada |SM-Code adalan membuat sistem
manajemen yang mampu untuk menciptakan kerjasama yang baik
dan erat antara manajemen darat dan manajemen di atas kapal
untuk dapat mengoptimalkan kapal dengan aman **

Namun demikian sasaran di atas, ofektivitas dalam penerapan
sistem manajemen keselamatannya tergantung pada keaktifan perbaikan
sisterm manajemen keselamatan pada perusahaan masing-masing yang
juga merupakan bagian dari International Safely Management (1SM-
Code), Karena ISM-Code menghendaki adanya komitmen dar

manajemen tingkat puncak sampai pelaksana, baik di darat maupun di

kapal *'

Sejarah tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912 menyadarkan

masyarakat maritim dunia untuk membentuk badan internasional yang

mengurusi kehijakaanEbijaHan industri maritim, maka pada tahun

1948 terbentuklah IMCO {!nter—GwemmEntai Maritime Consultative

“ Pieter Batti Keselamatan Palayaran dan Pencegahan Ppancemaran Kapal {Jakarta: PT
! ; h. 215.

., Konsultasi Buana Maritim Nusantara, 2000).
Jinca, op. cit. h. 150.
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Orgamization) dan berubah pada tahun 1882 menjadi International

Maritime Organization (IMO), Badan ini di bawah naungan PBBE yang
bertujuan untuk memberikan standarisas velaikan kapal, maka terbitiah

konvensi IMO yang sangat terkenal yaitu SOLAS (Safely of Life at S€a)

tahun 1948 Seiapjutnya mengalami perubahan pada tabhun 1960 dan
perubahan untuk terakhir kalinya pada tahun 1974 sehingga menjadi
SOLAS 74 dan diratifilkasi oleh pemerintah Republik indonesia melalul

Kepres 65 tahun 1980,

Tenggelamnya kapal 'Harold of Frae FEnterprise” tahun 1987
disebabkan kelalaian manusia atau human efror. Kejadian yang menelan
korban lebih dari 500 orang, sehingna negara-negara anggota MO
melalui Council merekomendasikan International Safety Managemenl
(1ISM) Code melalui proses pererbitan facid sesual resolusi IMO No. 741

(18) tahun 1983 dan diadopsi menjadi SOLAS 74 Chpter IX tentang

Safety Management.

Berdasarkan Kepres 65 tahun 1980 dan keputusan Dirjen

Perhubungan Laut NoD, pYE71/1/6-96 tanggal 12 Juli 1996 ISM-Code

diberlakukan pada kapal berbendera Indonesia pada tanggal 01 Juli

1908 untuk kapal penumpang dan seluruh kapal lainnya sudah

diberlakukan terakhir tanggal 01 Juli 2006 yaitu terakhir kapal motor di

bawah 500 GT.
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Berdasarkan Keputusan Direksi PT PELNI No. 17 tanggal 23
Juni 1998 ISM-Code diberlakukan bagi seluruh kapal-kapal PT. PELNI
dan telah memiliki sentifikasi DOC (Document of Compliance) untuk
bukti sertifikasi manajemen perusahaan di darat dan SMC (Safely

Management Certificate) untuk manajemen di kapal.

Dengan ditetapkan ISM-Code maka sistem pengorganisasian kapal
dan tanggung jawab di atas kapal berubah dari manajemen tradisional ke
manajemen yang harus memperhatikan  faktor keselamatan dan

perlindungan lingkungan * Dengan pemberlakuan ISM-Code diharapkan
keselamatan kapal akan lebih terjamin. Keputusan Presiden No. 63

Tahun 1980 tentang ratifikasi SOLAS 74 Article | menegaskan bahwa :

The confracting govermnmenis undertake to promulgate all laws,
decrees, order and regufations and fo take all other steps
witch may be necessary lo give the presenl convention Full
and complete effect, 50 as to ensure that, from the point at view at
safety of life, a ship is fit for the service for which it is intended **

Demikian juga pada resolusi IMO A.443 (XI} mengamanatkan

bahwa :

The assembly adopted resolution A.443 (XI) by witch it invited all
government to lake the necessary steps to safequard the
shipmaster in the proper discharge at his responsibilities with
regard to maritime safety and the profection at the marine

environment.”

e S

4 Parlindungan Siahaan, ef. al., Kompatensi dan Keterampilan Pefaut (Jakarta: Yayasan
», Dosen Sekolah Tinggi limu Pelayaran, 1999), h. 2.

Jinca '
2 NER, on, cit., h. 150, . )
E.Heputl.tﬁm Presigen No. 65 Tahun 1980 lentang Rafifikasi SOLAS 75 Article 1 (b).

Resolusi IMO A 403 (X1) Tahun 1993,
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Dari kurun waktu tahun 1998 sid 2012 sudah lebih dar 13
tahun PT. PELNI mengimplementasikan penerapan kebijakan manajemen

keselamatan berdasarkan ISM-Code dirasakan banyak perubahan dalam

meningkatkan sistemn keselamatan kapal. Namun pada kenyataanya
masih terdapat kendala kendala atau ketidaksesuaian pahkan masih
terdapat kecelakaan kKapal yang dapat merugikan perusahaan dan
pengguna jasa. Sebagaimana dijelaskan pada Resolusi IMO AT41 (1) 83
tentang 1ISM-Code bahwa ketidaksesuaian besar “Major Non-Conformity”
artinya penyimpangan diidentifikasikan dapat menjadi ancaman Serius
kepada personil dan keselamatan kapal atau beresike finggi terhadap
lingkungan seria memerlukan tindakan perbalkan yang mendasar,
sebagai tambahan termasuk ketidaksesuaian besar adalah tidak
dilaksanakannya persyaratan ISM-Code =

Berangkat dari uraian di atas, peneliti berkeinginan mengkaiji lebih
jauh melalui Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Berdasarkan Kode Internasional Manajemen Keselamatan

(ISM-Code) Pada Kapal PT. PELNL

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian ini

adalah: "Evaluasi Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan

e

= =
Resolusi IMO A 741 (18) Tahun 1993,




19

Berdasarkan Kode Internasional Manajemen Keselamatan (I5M-Code)

pada kapal PT. PELNI', agar dapat lebih fokus dan mampu

mengumpulkan lemuan yang mendalam, maka fokus penelitian bertujuan
untuk memperoleh data dan fakta yang akural tentang jatar kebutuhan,

perencanaan, implementasi dan hasil penerapan kebijakan sistem

manajemen keselamatan berdasarkan Kode Internasional Manajemen
Keselamatan (ISM-Code) pada kapal PT. PELNI. Berkatan dengan hal

tersebut maka sub fokus fokus penelitian adalah sebagai bernkut

1. Mengevaluasi kebijakan pada komponen kontek yang meliputi latar
kebutuhan yang mendesak FT. PELNI menerapkan kebijakan sistem
manajemen keselamatan berdasarkan Intemational Safety Management

Code (ISM-Code), kebijakan keselamatan dan perlindungan
lingkungan.

2. Mengevaluasi kebijakan pada komponen input yang meliputi
perencanaan penerapan kebijakan sistem manajemen keselamatan
berdasarkan kode internasional manajemen keselamatan (ISM-Code)

pada kapal PT. PELNI.

3. Mengevaluasi kebijakan pada komponen proses yang meliputi
implementasi penerapan kebijakan sistem manajemen keselamatan

berdasarkan kode Internasional Manajemen Keselamatan (ISM-Code)

pada kapal PT. PELNL
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4, Mengevaluasi kebijakan pada kemponen produk merupakan pencapaian
hasil-hasil penerapan kebijakan sistem manajemen keselamatan
berdasarkan kode Infernasional Manajemen HKeselamatan (ISM-

Code) pada kapal PT_ PELNI.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus dan sub fokus
penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah latar kebutuhan PT PELNI menerapkan kebijakan
sistem manajemen keselamatan atau Safety Management Sysfem

berdasarkan internasional manajemen Keselamatan atau nfermational
Safe Management Code (I5SM-Code).
2. Bagaimanakah perencanaan penerapan kebijakan sistem manajemen

keselamatan berdasarkan kode internasional manaiemen keselamatan

(ISM-Code) pada kapal PT. PELNI

3. Bagaimanakah implementasi penerapan kebiiakan sistem manajemen
keselamatan berdasarkan manajemen keselamatan (ISM-Code) pada
kapal PT. PELNI

4, Bagaimanakah hasil-hasil yang telah dicapal penerapan kebijakan
sistem manajemen keselamatan berdasarkan kode internasional

manajemen keselamatan (ISM-Code) pada kapal PT. FELNI.
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BABE Il

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Evaluasi Kebijakan
1. Konsep Evaluasi

Sejarah evaluasi dimulai dari Tiongkok (Gina) pada tahun 2000
SM. Evaluasi dipergunakan untuk mengevaluasi para pegawai kerajaan
Seleksi calon pegawai dengan mengevaluasi pengetahuan yang
diperlukan untuk melaksanakan layanan publik, sedangkan di Indonesia
evaluasi sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda yang
dipergunakan untuk mencari kualitas produk seperti rempah-rempah,
kopi, teh, karet dan sebagainya dengan istilah connoisseurship.’

Dalam Kamus Istilah Peraturan kata evaluasi diartikan sebagai
penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan
melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data 2 Evert
Vedung mendefinisikan bahwa evaluasi “at careful retrospective
assessment of the merit, worth and value of administration, output and
outcome at government intervention, witch is intended to play a role in

future practical action sitation.” Dunn mendefinisikan bahwa evaluasi

: Wirawan, Evaluasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 4.
;‘gn Redaksi Tatabahasa. Kamus /stilah Peraturan (Jakarta; PT. Tata Nusa, 2010}, h.

? Eg.vﬁﬂg Vendung. Public Policy and Program Evaluation (Canada: Transaction Publishers.
) h, 3 |

22
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mempunyai arli yang berhubungan masing-masing menunjuk  pada
aplkas) beberapa skala nilai terhadap hasil kebiyakan dan Pfﬂﬂfamq
Kemball Wirawan mengartikan bahwa evaluasi, riset evaluasi alau sain
evaluasi merupakan ilmu atau cabang ilmu pengetahuan di mana
evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam
penerapan ilmu pengetahuan dalam praktek profesi® Noe berpendapat
bahwa langkah terakhir dari proses perencanaan adalah mengevaluasi
akhir untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari suatu
program.”® Untuk itu alternatif strategi harus secara mendalam dievaluasi
dengan mengidentifikasi manfaat dan kelemahan utama setiap strategi
termasuk asumsi yang mendasari sefiap strategi’ Demikian juga
dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan harus dievaluasi, yang
bertujuan buka untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihal
seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu
kebijakan.®

Pendapat para pakar evaluasi memformulasikan definisi
mengenai evaluasi dengan formulasi yang berbeda, tentang tetapi inti

isinya sama sebagaimana yang dikutip oleh Wirawan dan definisi

* William N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, teriemahan Samudra Wibawa
. €Lal, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 608
8 n, op.cit., h. 2.

gg:g;umﬂ. A Noe., el al, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat,
7 . 264,

‘T:E;dl'g Sistsm Manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard (Yogyakarta: UPPAMP
i . 2005}, h. 130,

Rian Nugroho, Public Policy (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 670
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evaluasi dari literatur tersebut dibuat tabel sebagaimana tercantum

pada tabel 2.1.°

Tabel 2.1

Definisi Evaluasi dari Literatur

Sumber

Definisi Evaluasi

The Joint Committee
on Standards for
Educatonal Evaluation
(1994)

"Evaluation, The systematic investigation of
the worth or merit of an object”

Ralph Tyler
(Brinkerhoff et al, 1983)

| USA Office of Health
Evaluation {Michael
Quinn Patton, 1978)

" the process of determining to what extent
the educational objectives are actually being
realized ”

"Evaluation research is the syatemaiic:
collection of infoarmation about the aclivities
and outcomes of actual programs in order |
for interested persons to make judgments |
about specific aspects of what the 5:-1'-::-gram-i
is doing and affecting.”

||
"

American Evaluation
- Association
[ (hitp:/fwnww.
evaluationwiki.org/. .

evaluation involves assessing the
strengths and weakness of programs, |
policies, personnel, product, and |
organizations to improve their effectiveness.” ll

==

http:/www.social
researchmentod.net/..

|
i

P ]

.

s
Wirawan, op. cit.. h. 7.

"Evaluation is the systematic acquirsitiﬂn and 5
assessment of information to provide useful ]
feedback about some object.” |

i

- —




|
%

Sumber

Peter H. Rossi &
Howard E. Freeman
(1985)
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Definisi E'uraluaii J

| "Evaluation research 15 a8 systematic |

application of social research procedures n
assessing the conceptualization and design,
implementation. and  utility of social
intervention programs.”

. Daniel L. Sufflebeam
(2003)

"Evaluation is the process of delineating, |
obtaining, reporting, and applying descriptive
and judgmental information about some
object's  merit, worth,  probity and
significance in order 1o guide decision |
making, support accountability, disseminatei
effective practices, and ncrease |

| understanding of the involved phenomena:” i

http:/fwww social
researchmenthoods net/

Evaluation is the systematic acquisition and |
sssessment of information to provide useful |

| feedback about some object ;

Alkin (1990)

The term evaluation refer to the activity of :
systematically collecting, analyzing and |
reporting information that can be used to |
change aftitudes or to improve the operation
of a project ar program. The waord systematic ;
stipulates that the eyaluation must be

_pianned.

C.H. Weiss (1998)

" the systematic assessment of the
operation and/or the outcome of a program
or policy, compared to a set of explicit
standards, as a mean of contributing to the
improvement of the program of policy." Inter

Evert Vendung (2004)

"Careful retrospective assessment of the
merit, worth, and value of administration,
output, and outcome of government
intervention, which is intended to play a role
in future,practl:Eal situations:” DU, S
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Sander dan Chair mendefinisikan bahwa evaluasi :

Ihe systematic integration of the worth on merit al on obfecl for
the purpose of covisenses in thal book the term from will be used
generically to refer to the ohject at evaluation objects covered by

fhese standards include educational and training program, project

and material a meta evaluation is an evaluation of an
evaluation. ™

Nawawi menulis bahwa evaluasi (evaluation) yang berarii hanya
manusia makhluk yang diberi kemampuan melakukan penilaian apakah
pelaksanaan semua kemampuan tersebut merupakan cara berpikir atau
pemikiran, cara berpendapat atau pendapat, cara bersikap dan
berperilaku yang baik atau buruk yang benar atau salah yang berguna
atau bermanfaat atau tidak dan yang efektiffefisien atau tidak, dan
sebagainya.!! Siufflebeam juga berpendapat bahwa ‘Evaluation
arguably is sociely most fundamenial discipling.”'* Begitu pentingnya

evaluasi dalam mengukir keberhasilan kebijakan atau program. John M.

Owen berpendapat :

Thus, evaluative engineers can focus on one or mare aspects at
policy or program delivery, development, implementation or
impact consistent with hose, we take the view that evaluative
enquiry should respond to questions of concemn to identified
clients, and that the findings should be framed to assist decision-
making about the program under review. ™

¥ iama-s R. Sondeas, Chair The Program Evaluasi Standards {London: Sage Publications,
884) h. 3

1 1
Hadari Nawawi Evaluasi dan Manajamen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan
\» Ndustri (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, h. 40. :

Daniel L. Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield, Evaluation Theory, Models & Applicalions
5 5an Franciseo: Viley, 2007), h. 4,

Jehn M. Owen. Program Evaluation (Singapure: Alden & Unwin, 2008), h. 17.
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Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli
tersebut di atas, maka dapat disintesiskan oleh penulis bahwa evaluasi
adalah proses pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang
dilaksanakan secara berkala untuk menentukan apakah kebijakan
telah berhasil atau teradi kekurangan untuk diadakan peninjauan
kembali atau perbaikan untuk penyempurnaan kebijakan selanjutnya
sebagaimana berdasarkan Kepres No. 65 tahun 1980 tentang ratifikasi
Safely of Life al Sea (SOLAS). Chapter |X Tentang International Safety
Manajemen (I5M-Code) Elemen 12.2 menegaskan bahwa Company
Vierification Review and Evaluation “The company should periodically
evaluate the efficiency and when needed, review the SMS (Safety
Manajemen Sysfem) in accordance procedures established by the

company” " yaitu perusahaan harus mengevaluasi secara berkala dan
apabila dianggap perlu meninjau kembali SMS sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika evaluasi kebijakan tidak

efektif maka program atau kebijakan periu segera dikaji ulang terhadap

strategi untuk mencapai tujuan atau bahkan merevisi tujuan.’

Spaulding berpendapat in general, program evaluation examines

programs fo determine their worth and to make recommendation for

—

14
Resolusi (MO.A 741 (18) Tahun 1993 tentang International Safety Management Code
s ISM-Cade) Elemen 12.(2).

g!"ﬁ‘rhamudi. Manajemen Kinega Sektor Publik (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010),
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programmatic refinement and success 16 Evaluasi dilakukan karena
tidak semua program kebijakan meraih hasil yang diinginkan.!’ Jadi
evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses
kebijakan.'® Sehingga dengan evaluasi dapat diketahui kebijakan telan
dilaksanakan dengan baik atau belum sebagaimana pendapat Dunn
adalah:
_In a more specific sense evaluation refers o the production of
information about the value or worth of policy outcomes. When
policy outcome do in fact have value it is because they contribute
o goals and objectives in the case we say that a policy or
program has attained some significant level of performance which
means that policy problems have been clarified or elevated. ™
Pendapat Dunn, menegaskan bahwa evaluasi digunakan untuk
mengetahui nilai atau manfaat hasil kebjjakan dalam mencapail tujuan

dan sasaran yang akan dicapai dan masalah-masalah lain sesual

evaluasi yang dilaksanakan.

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapal tujuan sesuai dengan
obyek evaluasinya tujuan melaksanakan evaluasi adalah sebagaimana

disampaikan oleh Stufflebeam bahwa tujuan terpenting dar evaluast

" Dean T. Spaulding Program Evalustion in Fraclice (San Francisco: Jossey-Bass,

2008), h. 5.

Budi Einarno. Kebijakan Publik, teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: GAPS,

it | En12]b h,z.aa- J h i 2ﬂ1E h 165-

s 38id Zainal Abidin. Kebijakan Publik (Jakarta: Salemba Humanika. L
Willam N Munn. Public Policy Analysis (New Jersey: Prentice-Hall InteriaUoHERAEs
1994), h 404,

Eh
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adalah bukan untuk membuktikan (kesalahan/keuniungan) tapi untuk
memperbaiki sebagaimana tertulis “The mast important purpose of
evalualion is not to prove, but to fmprove it is .8 Move agents the
views thal evaluation shouwld be inguisitions, one shorl investigation,

activities solely conducted by evaluators, or only instruments funded

projects. "

Wirawan menjelaskan bahwa tujuan utama dari tindakan evaluasi
adalah untuk menentukan kelayakan atau nilai sesuatu dalam evaluasi.”
Evaluasi merupakan kegiatan monitoring rutin atau permanen mengenal
akiualisasi, intervensi perbaikan atau peningkatan pengetahuan dasar

mengenai kebijakan sebagaimana pendapal Vendung -

“Evaluation as gqualified monitoring is usually a roufine zed,
continuo’s feature al public decision-making system, as impact
assessment, evaluation is frequently commissioned on specific
dccession. whether permanent of pernodic monitoring or impact
assessing, however evaluation is performed for either
accountability, intervention improvement of basic knowledge

advancement ">’

Vendung juga mengutip Arvidsson pada tulisannya yang
mengatakan bahwa evaluasi adalah untuk tujuan accountability,
management, dan knowledge™ dan juga mengutip Chelimsky,

Jose Hudson, Jhon Mayne dan Ray Thomlison yang mengatakan

e R
Daniel C. Stutflebeam, Anthony S. Shinkfield. Evaluation Theory, Models, & Application,
op.cit, h, 4.

#

"2 Wirawan, op. cit,, h. 81.

., Vendung, op. cit . h 101,
“ lbid, b 101,



bahwa ada empat tujuan evaluasi yaitu (1) to increase knowledge (Z) fo

improve program delivery (3) reconsider prograr dar (4) to provide for

accountability.

Wirawan menegaskan bahwa tujuan evaluasi aniard lain
adalah®® (1) mengatur pengaruh program terhadap masyarakat (2)
menilai apakah program telah dilaksanakan sesual dengan rencana (3)
mengukur apakah pelaksanaan program sSesual dengan rencana
(4) evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan
mana dimensi program yang jalan mana yang tidak jalan (3)
pengembangan staf program (6} memeruhi ketentuan undang-undang
(7) akreditasi program (8) mengukur cost effectiveness dan cost
efficiency (9) mengambil keputusan mengenai program (10) akuntabilitas
(11) memberkan bhalikan pada pimpinan dan staf program (12)

memperkuat posisi politik (13} mengembangkan teon evaluasi atau riset

evaluasi,

Dunn menjelaskan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi

" utama dalam analisis kebijakan™ (1) evaluasi memberi infarmasi yang
valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan (2) evaluasi

memberi sumbangan pada Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

mendasari pemilihan tujuan dan target.

2mfd.. h. 101,
ﬁ‘li'l.‘irawran, og. ¢l h. 22!
Dunn, op. cit.. h, 608

IR—— ]
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Stufflebeam, Madous dan Kellaghan menjelaskan bahwa people

expect evaluation to accomplish many different purposes: (1) to

document event (2) to record student change (3) to detect institutional
vitality (4) to place the blame for trouble (5) to aid administration
decision making (6) to facilitate corrective action and (7) to increase and
understanding at teaching and learning.”

lvancevich, Konopaske dan Mattenson berpendapat bahwa
tujuan dasar dari evaluasi adalah untuk menyediakan informasi
mengenai kinerja pekerjaan akan tetapi secara lebih spesifik, informasi
tersebut dapat memenuhi berbagai tujuan utama antara lain® (1)
remunerasi, (2) prestasi pegawai, (3} efektivitas prosedur penilaian
pegawai, (4) program diklat, (5) Menstimulasi perbaikan kinerja, (8)
mengatasi hambatan kinerja, (7) kesempatan pengembangan pelatinan,
(8) membentuk kesepakatan supervisor-karyawan mengenal eksekusi
kinerja. Abidin menjelaskan hahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap

perubahan-perubahan tersebut dirumuskan kebijakan lanjutan sebgai

tindak lanjut dari evaluasi

“ Daniel C. Stufflebeam, George F. Madous, Thomas Kellason. Evaiuasi Models (New
York: Kluwer Academic Publishers, 2002), h. 348.

B Jobin M. Ivancevich. Robert Konopaske, Michael T. Matteson. Perifaku dan Man
Organisasi (Jakarta: Erfangga, 2007), h. 216.

1 =
g:m Zainal Abidin, Kebijakan Kelembagaan Pengawasan

ajernen

(Bandung: Aditama, 2011}, .
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Seme : :
ntara Makmur barpendapat bahwa pencapaian tujuan dan
sasaran - “ :
yang telah dituangkan dalam suatu kebijakan, diperlukan usaha

untuk me -
Ngalasi perasaan bosan, lemah dan lesu pasca kesuksesan

vang lelah diraih ity 30 LEblhjauh Makmur menguratkan:

EF"eI;usm-._ra terjadinya kepuasan yang dialami setiap manusia
shagaimana yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan,
‘I;HEEIUF‘EIF;.{EIH suatu pEFiEl‘i_WE yang sangat berani bagi yang
> f=angkutan. Kita sadari bahwa sesungguhnya banyak lujuan
AN sasaran yang telah direncanakan namun untuk mencapainya,

kita tidak dapat melakukan untuk mencapainya dalam waktu
bersamaan. ™

Faried dan Alam menjelaskan babwa unsur tujuan sangatlah
penting,™ dengan mengutip Hoogewenf (1983) menegaskan bahwa
tujuan ity pada umumnya adalah untuk: (1) memelihara ketertiban
umum, (2} melancarkan kegiatan, (3) memperuntukkan dan mermbagi
berbagai materi.™ Jadi pada dasarmya suatu evaluasi kebijakan
ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang
telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik, yang

artinya bahwa ewvaluasi ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat
efektivitas dan efisiensi suatu program kebijakan dapat dijalankan untuk

memecahkan masalah-masalah yang ada.*

* Makmur. Efektivitas Kebifakan Kelembagaan Pengawasan (Bandung: Aditama, 2011),

£ h'.:'u"
» Ibid, h. 34,

Faried All, Andi Syamsu Alam. Studi Kebijakan Pemerintah (Bandung: Aditama, 2012).

_h 15,
p.x
2 Ibid., 1. 16,

Budi Winamo, Kebijakan Fublik (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 250.
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Darl uraian di atas penulis mengartikan bahwa tujuan dan
manfaat evaluasi adalah untuk mengetahui efeklivitas sasaran yang
telah dicapai, efisiensi, keuntungan (profitability), keadilan (equity),
detriment dan manfaat tambahan dari kebijakan yang telah
dilaksanakan bahkan apabila ada kekurangan-kekurangan untuk
perbaikan, Hal ini sejalan dengan Resolusi IMO No. AT41 (18) 93
tentang ISM-Code dimana erusahaan dan semua kapal yang
dimasukkan dalam Safety Management System (SMS) harus diaudit
intern dan dievaluasi sedikitnya setahun sekali. Sasaran dari audit
intern adalah untuk menentukan apakah berbagai elemen di dalam SMS
perusahaan dilaksanakan dengan efektit dalam mencapai sasaran yang
ditentukan. Untuk tujuan ini rencana audit harus disusun oleh
perusahaan.®® Yang dilaksanakan secara berkesinambungan agar SMS
dengan kebutuhan dalam meningkatkan keselamatan

terus terjaga sesuai

dan pencegahan pencemaran

3. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Sekitar tahun 1970-an mulai berkembang konsep kebijakan

dalam ilmu administrasi negara.”® Pendapat

publik (public policy)

i n 12(1) Penjelasan.
* Resolusi IMO.A 741 (18) 93 Tentang 1SM-Cod® E::Ln; umu: ’Jﬂ‘r 1), Bt
Mukhlis Madani, Kebijakan Publik (Yogyakarta: ' :
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Thomas Age dalam Abidin menyebutkan bahwa kebijakan sebagai
pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
(whatever govemment choose fo do or not ta do).”’ Abidin juga
mengutip tulisan Heglo menyebutkan kebijakan sebagai "a course of
aclion intended to accomplish some and' atau sebagal suaiu
tindakan yang termaksud untuk mencapai tujuan tertentu. ™
Pernyataan-pernyataan kebijakan sering kali memuat kata-kata “fo
ensure, to follows, to maintain, to promote, to be, to accept” dan
kata-kata kerja serupa itu
Pendapat di atas dapat diartikan bahwa kebijakan adalah
suaty keterangan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan
cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten
dalam mencapai tujuan tertentu sejalan apa yang disampaikan oleh
Edi Suharto, kebijakan adalah prinsip atau cara berlindak yang

dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.*® Suharto
juga mengutip tulisan Ealou dan Pnewitt kebijakan adalah sebuah
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten

dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang

mentaatinya.*’

28

"' Abidin, op. cit., h. B.
Ibid., h. 6.

» Edisuharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeth, 2010), h. 27.

Ibtd., h. 7.



a5

Pengertian kebijakan daiam penerapannya sering dibingungkan
dengan istilah kebijaksanaan. Kosakata ini dapat dijelaskan
sebagaimana pendapat Abidin yvaitu perbedaan makna antara kata
kebijaksanaan dan kebijakan tidaklah menjadi persoalan selama
diartikan sebagal Keputusan pemerintah vang relatif bersifat umum
dan ditujukan kepada masyarakat umum.”' Sebagaimana juga
pendapat Budiarjo dalam Faried dan Alam bahwa konsep kebijakan
secara  konseptual sering dikonsepkan dengan  trimonologi
‘kebijaksanaan® sebagai konsep filsafat yang terminologinya dengan
Wisdon® yang berarti "certa kebenaran® konsep ‘kebijaksanaan®
diartikan sebagal suatu "pernyataan kehendak” dalam bahasa
politik diistilahkan sebagai ‘stalement of intenfs" atau perumusan
keinginan,**

Thomas R. Dye dalam Wibawa mengatakan bahwa
kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintan untuk
dilakukan atau tidak dilakukan.*® Sebagaimana pendapat Aibidin,
kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh

lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau

iy .

1 Abidin, op. git, h. 3. :

ugﬂﬂﬁ Ali dan Andi Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah {Bandun
20124 h 11, | .

® Samodra Wibawa, Kebjakan Publik (Yogyakarta: Graha limu, 2011), . 2.

g Aditama,
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mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat," sebagaimana

juga Resolusi IMO No. 741 (18) 1993 tentang ISM-Code elemen 2,

menegaskan tentang Safety and Environmental Protection Palicy

atau kebijakan keselamatan dan periindungan lingkungan *® “The

company should establish a safety and environmental protection
policy which describes how the objective given in paragraph 1, 2 will
be achieved” dimana pada ketentuan ini mengatur banwa
“Perusahaan harus membuat suatu kebijakan tentang keselamatan
dan perdindungan lingkungan wyang menggambarkan bagaimana
sasaran dapat tercapai,” dan “Perusahaan harus memberikan
jaminan bahwa kebijakan dilaksanakan dan dipertahankan di

seluruh jajaran organisasiperusahaan baik di darat maupun di
laut.”

ISM-Code Elemen 2 juga dijelaskan bahwa kebijakan harus
ditandatangani oleh pimpinan atau pengambil keputusan yang
menunjukkan komitmen manajemen.*® Menjadi tanggung jawab
enguraikan dan mendokumentasikan  (dalam

perusahaan untuk m

penyediaan kebijakan perusahaan)."’ Sasaran manajemen keselamatan

44 Ty :
Abidin, op. eit,, h, 19.
< Resolusi IMO A, 741 (18) 93 tentang ISM-Code Elemen 2.
o \SM-Code Elemen 2.
ISM-Code Elemen 2.
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b.

dan
yang merupakan bagian dari Safely Management Systam

(SMS)}. Sasaran keselamatan dari perusahaan boleh ditempatkan
lebih tinggl dari pada ISM-Code *8

Berdasarkan pengertian dan pendapat para pakar tentang
kebijakan di atas dapat diartikan bahwa kebijakan adalah langkah-
langkah yang diambil cleh pemerintah atau pimpinan perusahaan/
organisasi dalam melaksanakan program kerja/kegiatan untuk
mencapai suatu tujuan yang disepakati, sebagaimana penerapan
ISM-Code adalah kebijakan manajemen keselamatan dan perindungan

di laut sehingga dapat memperkecil bahkan meniadakan resiko

kecelakaan (zero accident).

Proses Kebijakan

Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdir dari

input, throughput, dan output. Kebijakan publik berada dalam

sistern politik dengan mengandalkan kepada masukan (input)
yang terdiri dar dua hal yaitu tuntutan dan dukungan, Wiliam

N. Dunn membuat skema proses kebijakan sebagal berikut:

—

ik
Resolusi IMD.A 741(18)

tentang 1SM-Code Elemen 1.
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==

! Sebelum

IMPLEMENTASI = =
KEBIJAKAN Sesudah ]

| KONSEKUENSI- KONSEKUENS! KEBIJAKAN J

Model Maodel Model —\

Prospektif | Integratif Retrospektif
| | '

Gambar 2.6. Model Analisis Kebijakan

Dimana dari ketiga model analisis kebijakan tersebut dapat
dijelaskan: pertama, model prospektif adalah bentuk analisis
kebijakan yang mengarahkan kajlannya pada konsekuensi-
konsekuensi kebijakan 'sebelum’ suatu kebijakan diterapkan, Model
ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali
melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi
Hemungkinan-hemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan
yang akan diusulkan. Kedua, model retrospektif adalah analisis
kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan ‘setelah'
suatu kebijakan implementasikan. Model ini biasanya disebut sebagal
model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi
terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah

diterapkan. Dan yang ketiga Codel integratif adalah mode!



a4

perpaduan antara kedua modal di atas. Model ini kerap disebul
sebagal model komprehensil atau model holistik, karena analisis
dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang
mungkin timbul, baik “sebelum® maupun “sesudah” suatu kebijakan
dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan
teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Edi Suharto memberikan pendefinisian analisis kebijakan
sebagaimana terlihat pada tabel 2 2 sebagai berikut: 8

Tabel 2.2
Kerangka Analisis Kebijakan

} F'.‘-'||_‘.‘=t1'n|_}1&r
Fokus Penelilian & Nitanlla Boiltk
Raswonalisas: |
DEFINISI - Apakah definisi | = Apakah ini - Apakah definisi
| KEBIJAKAN masalah rasioaal merupakan masalah secara
SOSIAL dan konsisten masakah sosial pofifik dapat
= Apa masalah dengan penelitian yang penting? diterima?
[ ada?
g s .|+ Niginilaiapa |- Individu atay

" = Faktor apayang | + Apakah definisi yang penting i e

mempengaruhi kelnrrq_mh sasaran ey yﬂahrg“ mpmmrg

i ) pada tingkat melakukan dan menentang

tersebut generalisasi seloksi kelompok e
terientu sudah S PEI-: fieh

f- Sepa Yang sesual dengan - wﬂmm' "W?I" Apa
“Wh penelitian? hpakammgh:ﬂ“ mtau el
| ngu!ah = Apakah kritena shstifionat? terhadap

yang digunakar i pendefinisian

| tersehm untuk menyeleksi |+ Milai-nilai apa masalah sosial?

i kelompok sasaran f?m < A bR
didukung oleh alam =
rasionalisasi dan mepentukan mﬂp&'m"'mﬂhﬂ
penelitian? penystiah terhadap individu

* lbid., n. 89,

e m—



Fox I o Parameter =
GHUS { Penelitian & St ik
| Rasionaiisas Hilai-nllai Pﬂ-ﬂtl__ B
|+ Apakah penelitian masalah? atau kelompok
| yang ada Apakah nilai-rila sasaran”
mendLs ing lersebul sudah
penyebab tepat?
masalah?
IMPLEMENTASI |+ Apakah ujuan Milai-nilai apa Seberapa besar
KEBIJAKAN kebijakan | yang tingkat
SOSIAL konsisten dengan mempenganiii kekuasaan yang
- Apa tujuan Penelitian dan fLsjLean menentang
kehijakan pendefnisian kiebijakan? kehigakan?
sosial? masakah? Apakah nilai nilai Bagaimana hal
Program dan e | tersebut sudah ini ;
pelayanan pggyanm ke tepat? men_'lpengaamhl
Sl yang yang dibernikan? KEDRKI
dibenkan? b . h
Apakah penefitian | Adaka
: pakah
+ Bagaimana mendukung . i dukungan yang
keDbijakan I sEupR memadai yan
j pelayar.'lsjrll £0518 ¢ e aknken YA
| lersebut yang dipilin? il dapal
: : klien secara
didanai? e memungkinkan
_ «  Apakah strukiur tepal sesual Kebijakan
[ organisasi sudah dengan :
] : diterapkan?
' sesiaj dengan kesamaan,
! kebizakannya? kesetaraan, v Individu dan
| I ketayakan dan kelompok mana
! : ‘ﬁ'p‘aﬁﬂ ) penentuan nasib yang akan diun- |
| PN el sendii Kiien? fungkan oleh
'i Tgieea; R T
- tesamalkan, dan pakah st Apa dampaknya |
tersedia sesual organisast hagi :
denganpeneltion | - mendukiog mplementasi
dan rasionalisasi? efekdiias dan kebijakan?
efigiensi
pemberian «  Apakah
pelayananan? pendanaan
memadal,

* Apakah teramalkan, dan
pencanasi tersedia sejalan
memadai, dengan politk |
teramalkan, dan i
tersedia sejalan |
dengan nilai? !

i - -—--_-_...J..-._..._.--- T L e - s —
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-  Paameter
hite HLaliies Nikai-nllai Politik

e _Rasionalisasi A T [
KONSEKUENS! *  Apakah | & .!Iﬁ:,a]{ﬂh . ﬁ.ﬂak.ah
KEBLIAKAN keuntungan dan keuntungan dan keuntungan dan
SOSIAL kerugian sejalan kerugian sejalan kerugian sejalan
« Apa | HEnﬂah_penelﬁian dn_argan nilai- dengan politik?

keuntungan dan rasionalisasi? nilai? + Bagaimana

dan kerugian + Apakonsekuensi | - Apa konsekuensi dukungan dan

kebijakan? yany diharapkan yang diharapkan penentangan
> Apa dan tidak dan tidak | terhf]dap

: diharapkan dad diharapkan dan kebijakan pada
konsekuens A i St
. 4 kebijakan dalam kebifakan dakam tingka

kebijakan bagi : : it

ek, Sistam Kaftannya dengan kaitanmya | masyarakat

e nenelilian dan dengan nilal? mempengaruf

i : rasionalisasi? , pemberian

R layanan?

pelayanan

sosial?

Sumber - Dikembanakan dari Cuide 1695: 172-173)

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis
kebijakan publik yaitu: pertama, fokus utamanya adalah mengenai
penjelasan kebijakan bahwa mengenai anjuran kebijakan yang
“penting”. Kedua, scbab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari
kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan
menggunakan metodologi iimiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam
rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan

tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga

dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dalam bidang-bidang

kebijakan yang berbeda.”

* Budi Winarno, Kebijakan Publik (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 165.
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Macrae pada tulisannya yang dikutip oleh Dunn menjelaskan
bahwa analisis kebijakan diambil dari beberapa disiplin ilmu dan
profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. **
Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan meninjau tidak
hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik,
hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan
matematika terapan Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk
menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal
mengenai tiga macam pertanyaan (1) nilai yang pencapaiannya
merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah
teratasi (2) fakta yang keberadaannya dapal membatasi atau
meningkatkan pencapaian nilai-nilai dan (3) teori dalam penerapannya
dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Selanjutnya menggunakan
pendekatan empiris, valuatif dan naratif dapat dilihat pada tabel 2.3

sebagai berikut:™

Tabel 2.3
Tiga Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan

S "

' Pendekatan Pertanyaan Utama
- Empiris Adakah dan akankah ada Deskriptif dan
(fakta) prediktif
| Valuatif Apa manfaatnya (nilai) Valuatif
Naratif Apakah yang harus diperbuat | Preskriptif
(aksi) S, ot

——

5
- Dunn, op. cit., h. 510,
Bunp, toc. cil., h. 465
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Tl S
juggfri:m;ﬂ”’:gzd qu ..restsq' fﬂlr validity. (9) subjeclive
il intereste explicit and _,rusﬁﬂg-d. (10) adequate attention
fﬂﬂﬂmmendaﬁs of others, including the gen_'erai public, in
e furfhec:rn'm{ 11) report written SO the findings can be
S el rnkmg.abﬂuf the problem. (12) at least a
i At iplementation p!aq. (13) explicit recognition of
i HZ?EH:.‘:. future generations, and fnrerest groups that
ity o gatively affected. (14) attention to guestions of
S Smng'a:.;s fo compensate I_nsem (15) consistency with
i : ards E[’fﬁ the public welfare (16) altemmatives
'.resngﬂtm_:i for palitical and organizational feasibility. (17) an
?ﬂ"mi' to discover hidden costs that might later plague the
implementers. (18) frequent communication between the
analysis team and the client/sponsor and staffs, (19) extensive
documentation and justification of the wo

Selanjutnya Patton dan Savicky dalam MNugroho meringkas
pemikiran mereka tentang analisis kebijakan yang disebut sebagai
\Basic Methods in the Policy Analysis Process™ sebagai tabel 2.9

berikut:

Tabel 2.5
Tahapan Analisis Kebijakan

e —— X
--_-r-_-—_-__———'_- —T—

Step in Process Method

it

]

= identifying and gathering data

Library search methods

Interviewing for policy data

Basic data analysis

Communicating the analysis
Back of the envelope calculations

All Steps

| —_—

e

i TVerifying, defining,

| g the Quick decision analysis
and.detaiing Creation on valid operational
; probleim definitions
- = Political analysis |
! . The issue paper/first cut E’I_g}_]!ﬁ_ij_rf
e -
w0, by 243,

Ibid,, hi. 348-349.
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"2 [Establishing

3 | Identifying alternatives

Step in Process

evaluation criteria
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Method

Technical feasibility

Economic and financial possibility
Political viability

Admimisirative operabihity

Research analysis

Mo action analysis

Cluick surveys

Literature review

Comparison of real world
expernences

Passive collection and classification
Development of lypologies
Analogy, metaphor, and sunectics
Brainstorming

Comparison with an ideas
Feasible manipulations

Madifying existing solutions

- 4 | Evaluating alfernative | =

policies .

Extrapolations
Theoretical forecasting
Intuitive forecasting
Discounting

Monitoring and
evaluating policy
outcome

= Sensitivity analysis
= Allocation formulas
» Quick decision analysis |
5 | Displaying alternative | ® Pairle? comparison ._
ing amon » Satisficing |
tahnedmselectlng ! = |exicographic orderng :

Mon dominated alternative method
Standard alternative method
Matrix display systems

Political analysis _ .
Implementatipn analysis
Seenario writing

- N

nd after comparnsons
Eﬁ:l?l{:n?:i without compansons
Actual versus planned performance
Experimental models 1
Quasi experrmental models |
Cost oriented approaches ]
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. Step in Process |
2 | Establishing
evaluation criteria

Method
+ Technical feasibility
| = Economic and financial possibility
= Political viability
[ — =  Administrative operabiit
Identifying alternatives |-__1:Eégég;%1"3;;éw£5' s
Mo action analysis
Quick surveys
Literature review
Caomparison of real world
EXpenences
Passive collection and classification
Development of typologies
Analogy, metaphor, and suneclics
Brainstorming
Comparison with an ideas
Feasible manipulations
Madifying existing solutions
4 | Evaluating alternative Extrapolations
policies » Theoretical forecasting
= |ntuitive forecasting
= Discounting
| = Sensitivity analysis
= Allocation formulas
AP S Cluick decision analysis
| 5 | Displaying Slternative | = Paired comparison .
' and selecting among | * Satisficing
them = Lexicographic ordering
| = Non dominated alternative method
! = Standard alternative method
| = Matrix display systems .
i = Political analysis |
« |mplementation analysis ',
\ « Scenario writing »
'+ Before and after comparisons 1
5 = \With and without comparisons
| evalualing policy = Actual versus planned performance
outcome . Experimental models l
. Quasi experimental models
| « Cost oriented approaches

! -

E—

=

L
& | Monitoring and

o ——




Pada Resolusi IMO.A 741 (18) 93 tentang ISM-Code Elemen

9.2 menjelaskan bahwa
Fhe company should have procedures for responding to non
conformities identified from internal audit and during routing
operaiion of the ship and to ensure that alf non cqnmrmiﬁes
drfe-property ."nve:m'gamnf and the necessary comrective
Sedangkan pada Elemen 12.1 tentang verifikasi, tinjauan dan
evaluasi perusahaan menegaskan bahwa: "The company should
cafry out internal safety audits to verity whether safety and poilution
prevention aclivities comply with the Safety Management System
(SMS)". Dari uraian di atas jelaslah bahwa perusahaan harus
melaksanakan audit intern  untuk  memferifikasi apakah kegiatan
keselamatan dan pencegahan pencemaran telah dilaksanakan
sesual SMS. Dalam hal ini dilaksanakan evaluasi agar dapat
mengukur sampai di mana kekurangan sistem yang telah

dilaksanakan untuk diadakan revisi atau perbaikan sehingga

keselamatan dan pencegahan pencemaran tetap terjamin.

4. Metode dan Pendekatan Evaluasi

a. Metode Evaluasi Kebijakan

Metodologi analisis kebijakan adalah sistem, aturan dan prosedur

untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat atau pengetahuan

yang relevan dengan kebijakan.® Evaluasi pada waktu pelaksanaan

—_——

e
Dunn, op. cit, h 208




biasanya  disebut evaluasi proges, Evaluasi setelah kebijakan

disebul sebagai Bvaluasi konsekuensi {ouipul), kebijakan dan/atau
evaluasi impak/pengaruh loutcome) kebijakan atau sebagai evaluasi

sumatif &

Tilaar dan Nugraha menuliskan bahwa evaluasi kebijakan biasanya

ditujukan untuk menilai sejauh mapa keefektifan kebijakan public guna

dfPEﬂﬂnggungjaWEbkan kepada konstituenrnya ** Lebih jauh ditulis :

Evaluasij memberikan infarmasi yang valid dan dapat dipercaya
mengenai  kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan
nilai dan Kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan
publik evaluasi memberikan sumbangan pada klasifikasi dan
karakteristik terhadap nilai-nilaj yang mendasari. Pemilihan tujuan
dan farget. dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasj

metode-metode analisis Kebijakan lainnya termasuk rumusan
% i
masalah dan rekomendas; 5

Evaluasi kinerja suatu kebijakan adalah proses penilaian

pelaksanaan tugas (performance) sesearang atau kelompok orang atau

unit kerja organisasi atau perusahaan. MNawawi menuliskan bahwa

evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksa naan pekerjaan/fjabatan aleh

seorang pekerja/karyawan atau tim (team) kerja selama saty periode

tertentu.” Dimana Nawawi juga berpendapat bahwa tujuan evalyasi

kinerja adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi atay

& Nugroho, op, cit, h. 671. “ >
Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka

~ h. 228

x 1. b 226, - N e
Hadari Mawawi, Evaluasi dan Manajemen Kiners di Lingkun
Industri (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, h. 71

Pelajar, 2008),

9an Perusahasn dan
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tingkal keberhasilan atau kegagalan sesecrang pekerja/karyawan atau
tim kerja dalam melaksanakan tugas/jabatan yang menjadi tanggung
jawabnya ™
Wibowo menjelaskan bahwa metode yang dapat digunakan
dalam melakukan evalyas; Kinerja pada dasarnya sama dengan metode
yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balk, melakukan
penilaian dan review > dalam penjelasannya Wibowo menilai bahwa
pandangan Veccha, Robbins, Kreitner dan Kincki pada dasarnya sama
dan bersifat saling melengkapi ™ dimana metode yang dapat digunakan
adalah (1) penilaian diri sendiri dan pekerja yang bersangkutan (2)
penilaian dari atasan fangsung (3) penilaian dari rekan sekerja (4)
penilaian dari bawahan langsung (5) penilaian dari sumber lain seperti

pelanggan, pemasok, komite para manajer, konsultan eksternal dan (6)
evaluasi 360 derajat.

Sesuai dengan pendapat Wibowo diantarg berbagai metode
evaluasi tersebut di atas yang paling lengkap adalah metode evaluasi
360 derajat karena dapat mencakup kelima metode lainnya di atas,

Sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo dari pandangan Stepen P.

Robbin dapat dilihat pada gambar berikut ™

"
w0l b, 73, -
n Mibowo, Manajemen Kineqfa (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h, 268,
2 10id., h. 269
bid., h. 269







b. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Winarno dalam bukunya Kehijakan Publik mengutip pendapal

Janes menyampalkan bahwa apabila kebijakan dipandang sebagai
sualu  pola kegiatan vang berurutan, maka evaluasi kebijakan
merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.” Evaluasi dapat
dilakukan pada berbagai tahap dalam proses kebiiﬂkﬂﬂ-m Pada setiap
tahap terdapal tekanan dan tujuan yang berbeda dari evaluasi-evaluasi
tersebut. Evaluasi awal melakukan penelitian atas konsep rencana

dengan fujuan uniuk menyempurnakan konsep. Monitoring melakukan

evaluasi terhadap implemeantasi atau pelaksanaan dengan tujuan untuk

sedang

melakukan koneksi guna penyempumaan pelaksanaan,

evaluasi kinerja melakukan penilaian secara menyeluruh untuk waktu

yang akan datang.”
Evaluasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam penilaian

atas pelaksanaan dan akibatnya memberikan pemahaman bahwa ada

model yang dapat dijadikan penilaian baik dalam pelaksanaannya

maupun akibat-akibat yang akan terjadi. Akibat yang segera dipahami
disebut effect dan dapat dipahami dalam waktu lama sebagai hasil akhir

disebut impact maka harus diketahui melalui evaluasi kebijakan,"

TEan :
- Winamo, op. cit. h. 229,
bid., h. 228

fbid,, h. 230. _. ;
™ Eorid Ak dan Andiysmsu Alam, Studi Kebifakan Pemerintah (Bandung: Aditama, 2012),

h. 25,



James Anderson dalam tulisan yang dikutip oleh Winarmo
membagi bahwa evaluasi kebijakan kedalam tga Upe yaitu: (1)
evaluasi kebijakan difahami sebagai kegiatan fungsional (2} evaluasi

tipe yang memfokuskan din pada bekeranya kebijakan atau program-

program fertentu (3) adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Tipe evaluasi kebijakan sistematis tergolong baru, tipe ini diarahkan
an telah

untuk menjawab kebutuhan masyarakat apakah kebijak
dilaksanakan dan sejauh mana tujuan-lujuan tersebut telah tercapai.m
Winarno juga menuliskan bahwa evaluasi dengan menggunakarn
tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah
merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk
menjalankan evaluasi kebijakan dibanding dengan evaluasi-evaluasi

lainnya.®
Dunn menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan evaluasi

sebagai pendekatan untuk evaluasi penelitian atau evaluasi kebijakan

yaitu (1) pendekatan evaluasi semu (2) evaluasi formal (3) evaluasi

keputusan teoretis dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 2.6 sebagai

berikut:*’

—

:"""Tﬂﬂrnn. op. cit., hh. 230-232.
o Pid., h. 233,
Dunn, op. cit, h. 613,



